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Kaji Ulang Regulasi Menteri KP

nomisi IV Bentuk Panja Lobster

Komisi [V DPR membentuk Panitia Kerja (Panja)
Lobster guna membantu para nelayan, pembudi
daya, dan pengusaha mendapatkan regulasi terbaik.
Melalui langkah itu, Indonesia diharapkan mampu
jadi negara pembudi daya lobster terbesar di dunia.

ANGGOTA Komlst 1V DPR
Rokhmin Daburl menjelaskan,
sefurmlah regulast lohster dinllal
fldak reallstis dan berpolens
iemalikan mata pencaharian
relavan. Knilk i secara khsis
menyornll Peraturan hlenter|
Felautan dan Perltkanan (Per-
men KP) Namaor 56 Tahn 2015,
Abaran I melarang pergambllan
tenlh henlng lotszer (BEL) dan
seluruh aktlvitas budidava lofnter,
Larargan merryeliruh techadap
pengambilan dan budidaya lob-
ster dinllal kel dan tidak selars
dengan kondlst alamlah, Karena
tingkar kelangswengan hidup BEL
I alam hingga mencapal whiran
kanswmsl hanya berklsar 0,01
hlmgga 0,004 persen. Dar [Orlb
benth, mungkln hanya sai yang
marmpi heriahan hldup.
Rendahnya tingkat kelang-
sungan hidup BEL dl alam, kata
dla, berheda dengan kemarmpuan
metode bud: daya yang mamp
menlngkatkan kelangsungan
Ridup lohstcr sccara sigifikan,
“Kebijakan vang, tid: 1k sesual
dengan fakta llmiah maupun

realias ekonami pada akiirmya
harpotens] mendeu maraknva
relanggaran atiran di lapangan,”
jelasrva, Benty | FA2026)

Da kemudian nenyorotl aida-
e kesenjangan harga BEL vang
SANEAL L Antar pasar lfernasl-
ongl denpan tnghat nelayan lokal.
Harga benur di Vietsam tercazat
mencapal Rp 48 rlbu per ek
Sedanghan pars nelavan sepertd
i Telong Elnag, Kabupaten Lam-
bok Thmwr, Musa Tenggara Baras
[%TEI, hanya memparoteh Kp 8
ribu per ko

Dilsparitas harga henur yang
rexlalu jauh jack salah saue fakeor
urama yang membika peluang
marakmya prakitk penyelundipan
ke Juar negerl. Setlap kebljakan
repl sl vang tdak selaras dengan
nrlnsip dasar ekonomi dipastikan
ahan terus dilanggar oleh plhak-
plhak vang mencarl keunturgan
finunsial sceara ilegal.

Rokhinin mengingakan, pe-
ruimusan suaiu keblfakan perlu
mempertimbangkan realltzs ekio-
e yang dihadapl masyarakat
i lapangan agar aturan beralan

Rikhatiin Dahurl

sevara efeklf, Besdesarkan prinsip
eckomiimi publlk, regulas varg ber-
seherangan dengan kaidah ekono-
b past akan dilanggar. Sehingpa
perunisan auran pecl dilikkan
SECARA IEnAng dan cerat.
Pembentuban Fanja Lobster,
menuruinya, bukan sekadar
membahas plihan antara pela-
rangan atau pembnikaan ekspor
benlh, melalnkan diarahkan
uniuk membangun revalus] bud]
dava astonal. “Tujuan ulama
dlan akhlr darl regulast it adalab
mendarong Indonesla mampu
jadl regara pembudidava lebster
terbesar dl dunla,” tegasnya
Penguatan budl dava [phster
di dalam negerl, lanjunya, dl-
harapkin bisa menimpkatkan
kespjahieraan para nelayan dan

pembnili daya, khusisaya NTB
sehagal sentra [ohster muflara
[ saat yang sama, kebljakan
arie ftu Juga dlharaphan marnpu
rmemperkuat poslst Indonesia
dalam persalngan pasar lobstes
spcara glnhal.

Sehapal salah satu mode] vang,
hlsa dipestimbangkan dalam pe
nyusuranteguiastbany, Rokimin
mengangpap Fermen KP Nomos
6 Tahun 2020 Jehli optimal dan
realtstls. Skema hebyakan 1o
mengleinkan adanya keglatan
¢hspor benth botsier, Mamun fetap
rmeneraphan pembatasan kuoa
secara teckendalf dan terekur

Penerapan maode] kebijaka i
dangpap mampy mengakoma
dasi sefuruh kepentlagan relayan
peranghap benur, pard pemby
didaya lokal, serta penpusaba di
sekion pertkanan, i sekallgus
tetap menjaga kelestarian dan
keberlanjutan stok [obster, me-
lalub pengaturan vang terhersdall
serta peaguatin sekior budidava
i dalam negerl,” ferangnya.

Sejalan dengan ltu, Wakil
Fetua Komist [V DER Ahmad
Yohan herkomltmen penuh
umtuk membenaht slstem ata
helela lobster d Indonesla
Langkal ltu dilakukan guna
memasilkan potensy lobsier
nasional dapat dikelala secara
opilmal. Sekallgus mencegah

maraknya prakilk pengiris
bealh ilegal ke luar negerl.

Yohan merfelaskan, Komisi
[V DPR akan mendalam| se-
rara serfus berbagal persnalan
uiama dalam rata kelola Inbster
naslonal. Fokus (i mencakup
pengawasan peradaran benlh,
pengembangan teknolagl, ke
butuhan mvesiasl, hingga peme
bangunan ehoslsten b deya
bierkelanjutan puna menyeleas
kan permasalahan henih yang
selama bnl karut-man.

Prakik pengiriman benth b
ster secard legal harus dibant-
kan deml mencegah keruplan
negara vang hesar, sehingga
pintu ekspor dapat dibuka di
masa depan. Kebijakan it wal by
iermastikan hese fahreraan nelay-
an, kemajuan pembididava,
dukungan investasi memadal,
serte pembangunan ehosistem
budldaya yang mapan sepertt di
Wietnam

Yihan berharap Panja Kemsl
[V DPR dapat menghasilkan
rekomendasd yang mampu meme
berikan kepasilan serta arah ke-
bljakan tala kelola Inbsier delam
jangha panjang. “Pemienahan
aturan ldak hanva ditwjukan
unil mentngkatkan pendapatin
nefara, tape juga membangun
Inelusir lobster nasional vang kuat
dan mandin,” pungkasia. meve
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